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BUPATI MAGELANG 
 

PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR 17 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN MAGELANG 

 
    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  MAGELANG, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang 
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 
dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke 
Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 36); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 
21); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3 ); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK 
DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH KABUPATEN MAGELANG. 

 
Pasal 1 

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Magelang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 

   

Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 11 Agustus 2011 
 
BUPATI MAGELANG, 
 
 
  ttd 

 
SINGGIH SANYOTO 

Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 11 Agustus 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 
 
   ttd 
 
 
                               UTOYO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN  MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 980 



  LAMPIRAN  : PERATURAN BUPATI MAGELANG 
    NOMOR  : 17 TAHUN 2011 
    TANGGAL :  11 Agustus 2011 
 
 
 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

 
 
Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah : 
 
a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah 

Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha 
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan 
darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; 

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;  

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 
bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
 
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah : 
 
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan 

pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;  

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 
terencana, terpadu dan menyeluruh; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nama Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 
 

Tugas  : Memimpin penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
spesifik daerah di bidang penanggulangan bencana 
meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan 
pascabencana secara terintegrasi. 
 

Rincian  : 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman 
pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan 
tugasnya. 

2) Menyusun kebijakan penyelenggaraan urusan dan 
kewenangan daerah di bidang penanggulangan 
bencana. 

3) Menetapkan rencana strategis jangka panjang, 
menengah maupun jangka pendek. 

4) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman 
teknis di bidang penanggulangan bencana. 

5) Membina dan menyelenggarakan pengawasan 
teknis di bidang penanggulangan bencana. 

6) Mengendalikan dan mengawasi perizinan, 
rekomendasi dan pelayanan umum di bidang 
penanggulangan bencana. 

7) Mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan 
urusan dan kewenangan daerah di bidang 
penanggulangan bencana. 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT 
 

Tugas  : Melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana 
dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan 
dan pengendalian terhadap program, administrasi dan 
sumber daya serta kerjasama.  

 
Rincian  : 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman teknis maupun 
pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan 
dengan tugasnya. 

2) Melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan 
integrasi program perencanaan dan perumusan 
kebijakan di lingkungan BPBD. 

3) Melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi 
ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-
undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia, keuangan, 
perlengkapan, dan rumah tangga. 

4) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan hubungan 
masyarakat dan protokol. 

5) Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
unsur pengarah penanggulangan bencana. 

6) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di 
wilayahnya. 

7) Melakukan pengkoordinasian dalam penyusunan 
laporan penanggulangan bencana. 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI  
 

Tugas  : Melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan 
evaluasi 
 

Rincian : 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman teknis maupun 
pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan 
dengan tugasnya. 

2) Melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan 
masing-masing Bidang dan Kelompok Jabatan 

Fungsional. 

3) Menyusun rencana jangka panjang, menengah 
dan pendek internal SKPD. 

4) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan guna 
kepentingan perencanaan dan evaluasi. 

5) Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
internal SKPD. 

6) Menyusun Penetapan Kinerja atau yang sejenis 
satuan kerja perangkat daerah. 

7) Menyusun Standar Operasi dan Prosedur (SOP).  

8) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan 
internal SKPD. 

9) Menyusun Laporan Pengendalian Operasional 
Kegiatan atau yang sejenis. 

10) Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan suplemennya, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 
Bupati, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) dan laporan sejenis internal 
SKPD. 

11) Menghimpun dan menyusun laporan-laporan rutin, 
berkala dan insidentil lainnya. 

12) Melaksanakan pengendalian kegiatan 
perencanaan dan evaluasi. 

13) Menyusun bahan laporan kegiatan perencanaan 
dan evaluasi. 

14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN 
 

Tugas  : Melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan 
internal satuan kerja. 
 

Rincian  : 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman teknis maupun 
pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan 
dengan tugasnya. 

2) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
penetapan dan perubahan.  

3) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) penetapan maupun perubahan anggaran. 

4) Mengoordinasikan administrasi pengelolaan 
keuangan satuan kerja mulai dari pembuatan Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) sampai dengan 
pengumpulan bukti pertanggungjawaban keuangan 
serta pembuatan Buku Kas Umum dan Buku Bantu 
Keuangan. 

5) Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan 
perkembangan penyerapan anggaran kegiatan 
SKPD. 

6) Menyusun laporan keuangan dan akuntansi.  

7) Melaksanakan monitoring, pengendalian, 
pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan 
keuangan. 

8) Menyusun bahan laporan kegiatan pengelolaan 
keuangan. 

9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

  



Nama Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
 

Tugas  : Melaksanakan tugas di bidang pengelolaan surat 
menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hukum 
dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan 
kepegawaian. 
 

Rincian  : 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman teknis maupun 
pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan 
dengan tugasnya. 

2) Melaksanakan urusan surat menyurat baik surat 
masuk maupun keluar. 

3) Melaksanakan sistem jaringan dokumentasi dan 
informasi hukum dan kearsipan. 

4) Melaksanakan pengelolaan dan administrasi 
rumah tangga, barang atau perlengkapan. 

5) Melaksanakan pengelolaan dan administrasi 
kepegawaian dan pengembangan sumber daya 
manusia. 

6) Melaksanakan monitoring, pengendalian, 
pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan 
surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi 
produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan 
pengelolaan kepegawaian. 

7) Menyusun bahan laporan kegiatan pengelolaan 
surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi 
produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan 
pengelolaan kepegawaian. 

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

  



Nama Jabatan : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN 
KESIAPSIAGAAN 
 

Tugas  : Membantu Kepala Pelaksana dalam 
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di 
bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada 
prabencana serta pemberdayaan masyarakat.  
 

Rincian  : 1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, 
mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta 
pemberdayaan masyarakat. 

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan 
pada prabencana serta pemberdayaan 
masyarakat. 

3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau 
lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi 
dan kesiapsiagaan pada prabencana serta 
pemberdayaan masyarakat. 

4) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang 
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada 
prabencana serta pemberdayaan masyarakat. 

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

  



Nama Jabatan : KEPALA SEKSI PENCEGAHAN 
 

Tugas  : Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan dalam mengkoordinasikan dan 
melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan 
mitigasi bencana. 
 

Rincian  : 1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan 
mitigasi bencana. 

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pencegahan dan  mitigasi bencana. 

3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau 
lembaga terkait di bidang pencegahan dan  mitigasi 
bencana. 

4) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang 
pencegahan dan mitigasi bencana. 

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Jabatan : KEPALA SEKSI KESIAPSIAGAAN 
 

Tugas  : Membantu Kepala Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan dalam mengkoordinasikan dan 
melaksanakan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada 
prabencana serta pemberdayaan masyarakat.  
 

Rincian  : 1) Perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan 
pada prabencana serta pemberdayaan 
masyarakat. 

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta 
pemberdayaan masyarakat. 

3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau 
lembaga terkait di bidang kesiapsiagaan pada 
prabencana serta pemberdayaan masyarakat. 

4) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang 
kesiapsiagaan pada prabencana serta 
pemberdayaan masyarakat. 

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nama Jabatan : KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK 
 

Tugas  : Membantu Kepala Pelaksana dalam 
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan 
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat 
dan dukungan logistik.  
 

Rincian  : 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan 
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan 
pengungsi dan dukungan logistik. 

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang penanggulangan bencana pada saat 
tanggap darurat, penanganan pengungsi dan 
dukungan logistik. 

3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana 
pada saat tanggap darurat. 

4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang 
penanggulangan bencana pada saat tanggap 
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan 
logistik. 

5) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang 
penanggulangan bencana pada saat tanggap 
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan 
logistik. 

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

  



Nama Jabatan : KEPALA SEKSI KEDARURATAN 
 

Tugas  : Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 
dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan 
kebijakan penanggulangan bencana pada saat 
tanggap darurat. 
 

Rincian  : 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan 
bencana pada saat tanggap darurat dan 
penanganan pengungsi. 

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang penanggulangan bencana pada saat 
tanggap darurat dan penanganan pengungsi. 

3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana 
pada saat tanggap darurat. 

4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang 
penanggulangan bencana pada saat tanggap 
darurat dan penanganan pengungsi. 

5) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang 
penanggulangan bencana pada saat tanggap 
darurat, penanganan pengungsi. 

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 
 

  



Nama Jabatan : KEPALA SEKSI LOGISTIK 
 

Tugas  : Membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 
dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan 
kebijakan penanggulangan bencana dan dukungan 
logistik.  
 

Rincian  : 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan 
bencana dan dukungan logistik. 

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang penanggulangan bencana dan dukungan 
logistik. 

3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana 
pada saat tanggap darurat. 

4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang 
penanggulangan bencana dan dukungan logistik. 

5) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang 
penanggulangan bencana dan dukungan logistik. 

6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

  



Nama Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN 
REKONSTRUKSI 
 

Tugas  : Membantu Kepala Pelaksana dalam 
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di 
bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. 
 

Rincian  : 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan 
bencana pada pascabencana. 

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang penanggulangan bencana pada 
pascabencana. 

3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang 
penanggulangan bencana pada pascabencana. 

4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang 
penanggulangan bencana pada pascabencana. 

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

  



Nama Jabatan : KEPALA SEKSI  REHABILITASI 
 

Tugas  : Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi dalam mengkoordinasikan dan 
melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan 
bencana pada pascabencana. 
 

Rincian  : 1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan 
bencana pada rehabilitasi pascabencana. 

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi 
pascabencana. 

3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang 
penanggulangan bencana pada rehabilitasi 
pascabencana. 

4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang 
penanggulangan bencana pada rehabilitasi 
pascabencana. 

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

  



Nama Jabatan : KEPALA SEKSI REKONSTRUKSI 
 

Tugas  : Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi dalam mengkoordinasikan dan 
melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan 
bencana pada pascabencana. 
 

Rincian  : 
1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan 

bencana pada rekonstruksi pascabencana. 

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang penanggulangan bencana pada 
rekonstruksi pascabencana. 

3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang 
penanggulangan bencana pada rekonstruksi 
pascabencana. 

4) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan 
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang 
penanggulangan bencana pada rekonstruksi 
pascabencana. 

5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 
 

 BUPATI MAGELANG, 
 
 

                         ttd 
 

SINGGIH SANYOTO 
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